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MOTTO

نَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثلُٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فاَنِْ خِفْتمُْ الاََّ تَعْدِلوُْا فوََاحِدَةً فاَنْكِحُوْا مَا طاَبَ لكَُمْ مِّ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka
(nikahilah) seorang saja”
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ABSTRAK

Subhan,Ali,Nur,2022. Poligami Sirri Dalam Pandangan Ulama Nahdlatul ‘Ulama
Dan Muhamadiyah Di Kabupaten Brebes. Skripsi.Dosen Pembimbing Dr. Ali
Trigiatno, S.Ag, M.Ag.

Praktik pernikahan poligami secara siri masih ada ditengah-tengah
masyarakat dan menjadi topik setelah salah oknum publik figur digugat guna
menjadi ayah biologisnya dari pernikahan poligami yang siri itu, maka poligami siri
dapat diartikan pernikahan yang sah namun tidak dicatatkan didalam adminitrasi
negara atau di Kantor Urusan Agama (KUA), ada berbagai alsan yang mendasari
adanya praktik pernikahan poligami secara siri, pernikahan ini tentu memicu pro
kontra pada masyarakat. Pasalnya dalam peraturan perundang-undangan bahwa
pernikahan itu harus catatkan, menanggapi hal tersebut ulama Nahdlatul ‘Ulama
dan Muhamadiyah dapat digunakan sebagai informan untuk menentukan
bagaimana hukum melakukan poligami siri. Maka berdasarkan uraian diatas
penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terjadinya poligami siri pada
pasangan suami istri dan menganalisis poligami siri dalam pandagan ulama
Nahdlatul ‘Ulama dan Muhamadiyah. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi
terhadap khazanah Islam di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang
diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan media internet. Data dianalisis
dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa alasan, poligami siri dihukumi makruh
apabila status ekonomi lemah sehingga tidak memungkinkan mencukupi nafkah
lahiriyah istri-istrinya. Bisa menjadi sunah ataupun halal apabila status ekonominya
lebih dari cukup. Bisa menjadi wajib apabila status ekonominya lebih, mendapat
izin istri-istrinya atau istrinya tidak dapat memberi keturunan, cacat badan, tidak
bisa menjalan kewajiban istri. Dan juga bisa menjadi haram apabila menganiaya
atau hanya melampiaskan libido saja dan tidak i’tikad baik dalam pernikahan itu.

Kata kunci : Poligami, Siri.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian pernikahan didalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun

1974 Pada pasal 1 disebutkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga

memberi pengertian mengenai pernikahan yaitu “perkawinan menurut hukum

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mitsaqon gholidzah untuk

menaati perintah allah dan melaksanakannya merupahkan ibadah”. Perkawinan

yaitu sebuah jalinan kesetiaan antara suami istri, yang didalamnya ada tanggung

jawab. Janji kesetiaan yang diucapkan merupakan sebutir keberanian besar bagi

seseorang dalam mengambil keputusan membangun keluarga. Perkawinan yang

berdasarkan cinta, kasih sayang, rasa hormat dan saling berkorban adalah hadiah

untuk setiap orang di dunia ini. Kesiapan dari tiap-tiap pasangan untuk

melaksanakan kehidupan baru merupakan aspek yang paling utama untuk

menjalankan semua keperluannya baik psikologis maupun biologis. Oleh karena

itu, setiap pasangan yang hendak menikah hendaknya mengetahui cara-cara

yang ditentukan oleh agama serta ketentuan hukum yang berlaku dinegaranya.1

1 Fatchiah E.. Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia (Jakarta: Saleba Huanika,
2009), 13-14.
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Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan

adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seseorang pria dengan

seseorang wanita.2

Negara Kesautuan Republik Indonesia telah mengatur tentang sahnya

pernikahan di Indonesia yang ada dalam pasal Undang-Undang Pernikahan No.

1 Tahun 1974. Pada pasal ayat 1 dan 2 yaitu: “Pernikahan adalah sah apabila

dilakukan menurut agama hukum masing-masing agama, tiap-tiap pernikahan

dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.3 Adapun tujuan pernikahan

tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi “perkawinan

bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan

rahmah”.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-ndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Pernikahan maka dapat diartikan bahwa pernikahan dikatakan legal apabila

pasangan yang hendak melaksanakan tali pernikahan harus dicatatkan, negara

juga membatasi jumlah seseorang untuk menikah. Dalam ketentuan undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 3 dipaparkan kalau

“seseorang laki- laki cuma boleh memiliki seseorang istri serta seseorang

perempuan cuma boleh memiliki seseorang suami”. Sebab dalam peraturan

perundang- undangan pernikahan tersebut telah jelas kalau asas pernikahan di

2 Sajuti Thalib, hukum kekeluargaan Indonesia, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia,
2014), 49-50.

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Hlm 1.
(Bandung, 2004), 94.
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Indonesia yakni asas monogami, artinya itu adalah satu orang pria dengan satu

orang wanita4. Namun bukan berarti pemerintah tidak membolehkan pernikahan

poligami, pemerintah membolehkan pernikahan poligami sebab dalam asas

monogami yang telah diatur Undang-undang yaitu asas monogami terbuka.

Artinya jika ada suami yang hendak menikah lagi diperbolehkan dengan catatan

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun syarat berpoligami tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal

55 ayat 1 dan 2 yaitu “beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan

terbatas hanya sampai empat, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami

harus mapu berlaku adil tehadap isteri-isteri dan anak-anaknya”. Dan ketentuan

poligami terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu “isteri tidak

dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan

keturunan”.

Namun pada kenyataanya pernikahan poligami yang terjadi dimasyarakat,

ada sebagian masyarakat yang tidak mengacu terhadap Undang-Undang yang

berlaku. Fakta tersebut terjadi karena adanya peraturan-peraturan negara

terhadap plurarisme aturan hukum yang tidak bisa diabaikan harus diakui.

Kosekuensin hukum dalam hal ini dalam bidang kekeluargaan lebih condong

sebagai kewenangan pribadi. Contoh kasus pernikahan siri yang hanya

4 Siti Karimah, Skrips: ”Pernikahan Poliandri (Studi Kasus Di Dusun Canggal Desa
Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)” (Salatiga, IAIN Salatiga, 2017), h.  9-10.
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didasarkan hanya kepada konteks agama dalam artian pernikahan itu hanya

mengacu kepada tokoh masayarakat atau tokoh adat masing-masing, perlu

dipahami bahwa pernikahan bukan hanya penekanan sekedar hubungan hukum

intim saja, tetapi juga menekankan pada faktor pengamalan ibadah kepada

Allah.5 Dari sinilah kasus pernikahan secara siri menjadi fenomena tersendiri

dan menjadi kaidah tersendiri bagi masyarakat yang berkeinginan berpoligami.

Indonesia bukanlah negara teokrasi serta bukan pula negara sekuler sehingga di

dalam pembuatan hukum nasional, hingga perihal tersebut membuka ruang

terbentuknya penyeludupan hukum. Warga kerap kali melaksankan pratik

poligami tanpa mencermati hukum yang berlaku. Seharusnya masyarakat

sebagai subjek hukum wajib patuh terhadap hukum.

Sejatinya poligami ialah pernikahan yang baik dengan fitroh manusia serta

mempunyai status pernikahan yang legal serta bertujuan membina rumah tangga

yang sakinah, mawaddah serta rahmah.6 Dasar peraturan poligami di Indonesia

merupakan Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang

berbunyi: Majelis hakim bisa memberikan izin kepada seseorang suami buat

beristri lebih dari seseorang apabia dikehendaki oleh pihak- pihak yang

bersangkutan.7

5 Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, Problematika Nikah siri dan Akibat Hukumnya Bagi
Perempuan”, Jurnal peneltian Humaniora, vol.15, No1, April 2010.

6 Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim,
(Bandung: Pustaka Setia, 2013), h..5.

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.. (Bandung,
2004), h. 94.
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Di Kabupaten Brebes sendiri masih ditemukan pernikahan poligami secara

siri. Berdasarkan survey wawancara dengan salah satu perangkat desa

Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yaitu Sahirun, yaitu IS

(suami) yang suda berkeluarga dengan S (isteri pertama) warga Rt 05 Rw 05.

Adapun IS melakukan poligami sebab S (isteri pertama) bekerja menjadi Tenaga

kerja Wanita (TKW) di Timur Tengah, namun pernikahan poligami tersebut

dilakukan secara siri dengan SH (isteri kedua) yang juga warga Rt 05 Rw 05.8

Sebab sebagian besarnya pernikahan poligami itu dilaksanakan dengan

secara siri atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Di agama Islam tidak

disebutkan bahwa pernikahan itu harus dicatatkan. Hanya ada ketentuan subjek

akad nikah, yang terdiri calon suami suami, calon istri, wali nikah dan dua orang

saksi, maka pernikahan dianggap sah dengan syarat wanita itu bukan kategori

wanita yang diharamkan utnuk dinikahi.

Adapun organisasi masyarakat yang terbesar di Kabupaten Brebes ialah

Nahdlatul Ulama dan Muhamdiyah bahkan ditingkat nasional. Ada alasan yang

melatarbelakangi objek penelitian ini menggunakan organisasi masyarakat

Nadlatul Ulama dan Muhamadiyah yaitu fatwa dalam bidang keluarga,

khususnya dalam pembahasan fenomena pernikahan poligami dan pernikahan

siri. Dan diantara keduanya berbeda, Nahdlatul Ulama dalam batsu masail di

Ploso, Kediri memandang bahwa pernikahan poligami dan pernikahan siri itu

8 Sahirun, Perangkat Desa Rengaspendawa, Wawancara Pribadi, Brebes 2 Desember 2007
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dibolehkan. Namun dalam ketentuan Majelis Tarjih Muhamadiyah tidak

membolehkan pernikahan tersebut, sebab madharat setelahnya pasti ada.

Menurut Munawir selaku ketua Tarjih Muhamadiyah Di Pimpinan Daerah

Muhamadiyah Brebes, dalam menelaah poligami secraa siri, Munawir

menegemukakan bahwa jika ada suatu perintah didalam alqu’an yang ada syarat,

maka itu bukan suatu perintah pasti melainkan hanya sebuah kebolehan saja.

Munawir menambahkan, bahwasannya poligami itu bukan suatu kewajiban bagi

laki-laki muslim akan tetapi sebuah kebolehan, hal ini dikarenakan perintah

poligami tersebut adanya sebuah syarat tertentu untuk berpoligami, salah

satunya yaitu berbuat adil. Kemudian mengenai pandangannya terhadap

poligami secara siri itu Munawir mengemukakan: nikah siri itu tidak

diperkenankan dalam organisasi masyarakat (Muahammdiyah) terlebih-lebih

poligami secra siri itu lebih tidak diperkenankan, sebab ada yang terdzolimi

(istri). Disisi lain juga kita sebagai warga negara yang baik, harus mengikuti

peraturan pemerintah. Pada prinsipnya pemerintah mengajurkan perkwaninan

itu dicatatkan, sedangkan poligami secra siri belum legal secara adminitrasi

negara.9

Namun menurut salah satu ulama Nahdlatul Ulama di Kabupaten Brebes

Zaenul Umam menerangkan bahwa nikah siri dan poligami siri itu pada intinya

sama paradoks hukumnya hanya penyebabnya saja yang berbeda. Jika mengacu

9 Munawir, Wakil Ketua Majlis Tarjih Muhamadiyah Brebes, Wawancara Pribadi, Brebes,
3 September 2021.



7

batsul masail Nahdlatul Ulama tahun 2010 di Ploso, Kediri. Zaenul Umam

menjelaskan bahwa nikah siri itu jika berbicara sah atau tidaknya ya sah selagi

sesuai dengan syariat, pengertian nikah siri dalam masayarakat kita itu dimaknai

sebagai nikah yang tidak dicatatkan. Akan tetapi nikah siri dikatakan tidak sah

jika yang disirikan (sembunyikan) itu wali atau saksi. Yang biasa masyarakat

sebut nikah dibawah tangan.

Menurut pandangan Zaenul Umam mengenai hukum poligami siri: pada

dasarnya poligami itu dibolehkan, dalam agama Islam tidak memerintahkan

pernikahan itu dicatatkan. Maka menurut Zaenul Umam terkait poligami siri itu

boleh, hanya saja sebagian culture masyarakat Indonesia yang menganggap

poligami siri itu tindakan yang tidak lazim. Namun ada juga daerah tertentu

poligami siri itu hal yang lazim.10

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan

sebuah penelitian dengan judul “Poligami secara siri dalam pandangan Ulama

Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyahh Di Kabupaten Brebes”, Kajian fiqih

pernikahaan poligami secara siri ini juga menggali dasar hukum Islamnya.

Melalui pandangan ulama NU dan Muhamadiyah. Ulama dari dua ormas ini

dipilih karena alas an dua ormas ini merupakan ormas-ormas terbanyak

pengikutnya di Kabupaten Brebes. Ulama dua ormas ini banyak mendampingi

masyarakat Brebes dalam kehidupan beragama. Maka bagaimana pandangan

10 Ali Misbah, Pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama Brebes, Wawancara Pribadi, Brebes, 3
September 2021.
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dua ormas ini terhadap praktik poligami sirii ini akan diteliti untuk mengetahui

apakah tindakan masyarakat Brebes yang banyak melalukan nikah siiri itu

mendapat pengabsahan dari dua ormas keagamaan ini. Diharapkan hasil kajian

ini dapat menjadi kontribusi ilmu pengetahuan dalam kajian hukum keluarga

terutama pernikahan poligami secara siri.

B. Rumusan masalah

Bersumber pada penjelasan latar blakang serta mencermati pokok- pokok

permasalahan diatas, hingga yang jadi pokok kasus dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi poligami secara siri di Kabupaten Brebes?

2. Bagaiaman poligami secara siri dalam pandangan ulama Nahdlatul Ulama

dan Muhamadiyahh Brebes?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui terjadinya poligami secara siri di Kabupaten Brebes

b. Untuk menelaah poligami secara siri dalam pandangan ulama Nahdlatul

Ulama dan Muhamadiyahh Brebes.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Manfaat penelitian ini diharapkan bisa memperluas pandangan berpikir

serta dapat dijadikan sebagai bahan refrensi akademisi dan peneliti

dalam bidang hukum keluarga yang berhubungan dengan praktek

poligami siri ditengah masyarakat.
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2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya mengenai tema terkait.

b. Manfaat praktis

Sebagi wujud sumbangan pengetahuan untuk warga dalam

menuntaskan permasalahan untuk keluarga yang memiliki kasus seragam

dengan penelitian ini, untuk lembaga selaku masukan yang baik.

D. Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian mengenai “Poligami Secara Siri Dalam

Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhamadiyahh Di Kabupaten Brebes”

terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan sekaligus

menjadi pedoman dalam skripsi ini, yaitu:

Penelitian yang pertama yakni penelitian yang didilakukan oleh Ari

Riyanti. Penelitian tersebut ialah skripsi Fakultas Syari’ah, dengan judul “Nikah

siri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga” (Penelitian

Permasalahan Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten

Lampung Tengah)”. Studi tersebut memiliki 3 rumusan kasus yakni: 1.

Bagaimana pelaksanaan dan implikasi nikah siri? 2. Apa yang melatarelakangi

seseorang melakukan nikah siri?11

Hasil dari studi tersebut yakni: pertama, penerapan pernikahan siri dalam

pandangan hukum Islam telah legal serta sudah cocok sebab rukun serta

11 Ari Riyanti, skripsi: ”Nikah siri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah
tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”,
(Bandar  Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 9.
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syaratnya sudah terpenuhi buat hukum Islam. Tetapi oleh Negara dianggap ilegal

sebab pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh PPN. Kedua, ada pula faktor

yang melatarbelakangi seorang melaksanakan nikah siri sebab, faktor belum

terpenuhinya usia menurut undang-undang, terdapatnya jalinan dinas ataupun

pekerjaan, berbadan 2 di luar nikah, dan sedikitnya uraian warga terhadap hukum

Islam serta penjelasan warga tentang pencatatan pernikahan. Ketiga, penerapan

keharmonisan rumah tangga yang terjadi karena pernikahan siri tidak akan

harmonis. Munculnya perdebatan serta pertengkaran dalam suatu rumah tangga

disebabkan akibat negative pernikahan siri.

Penelitian yang kedua yakni penelitian yang didilakukan oleh Ni’ matuz

Zahro. Penelitian tersebut ialah skripsi Fakultas Syari’ ah di UIN Sunan Kali

Jaga Yogyakarta. dengan judul “Fenomena niakah siri masyarakat Kuta’’

(Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam). Penelitian tersebut mempunyai 2

rumusan permasalahan ialah: 1. Kenapa warga muslim Kuta cenderung

melaksanakan nikah siri? 2. Bagaimana pandangan sosiologis hukum keluarga

Islam terhadap fenomena perikahan siri Kuta.?12

Hasil dari penelitian tersebut yakni: pertama, kecenderungan praktek nikah

siri yang didilakukan warga kuta memandang kepada alibi serta diagnose mereka

melakuka ikah siritersebut. Merumuskan factor peyebab melaksanakan nikah

siri dari sebagian aspek, antara lain Kala nikah siri tersebut didilakukan sebab

12 Ni’matuzzahroh, skripsi: “fenomena nikah siri masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi
Hukum Keluarga Islam)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), Hlm. 5
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aspek kasuistik, umur, perilaku keagmaan pelakon nikah siri, status nikah siri.

Praktek nikah siri yang didilakukan tidak lepas dari pengawasan pengulu serta

mereka terdapat pula yang senantiasa menggunakan jasa wedding organizer buat

mengurus seluruh kebutuhan perniakahan tersebut. Walaupun legal bagi agama,

tetapi pernikaha siri tidak barokah serta luput dari proteksi hukum pernikahan.

Kedua, Nikah siri dalam sosiologi hukum keluarga Islam ialah mangulas praktek

nikah siri selaku indikasi agama yang berpegaruh terhadap indikasi sosial.

Penyebab- penyebab dikerjakannya nikah siri bisa dikatakan selaku indikasi

sosisal atas pola pikir masyarkat. Nikah sirrri dalam sosiologi hukum keluarga

Islam memandang terdapatnya interaksi antara kepentingan manusia, hukum

serta agama. Kalau kepentingan manusia ialah para pelakon nikah siri dengan

bermacam alibi melaksanakan nikah siri bisa mengabaikan kepentingan hukum

ialah terdapatnya ketentuan yang mengharuska pencatatan pernikahan. Alasan-

alasan mereka menjadikan kepetingan agama selaku dalih ialah asumsi yang

berarti legal secara agama jadi tidak butuh dicatatkan. Nikah siri disini

menjadikan suatu konsepsi keluarga Islam jadi kabur. Dalam prakteknya

pernikahan ini diselenggarakan dengan status wali yang tidak jelas. Konsepsi

keluarga Islam sepatutnya dibentuk dengan konsep yang sah.

Penelitian yang ketiga ialah penelitian yang dilakukan oleh Amrullah.

Penelitian ini merupakan skripsi Fakultas Syari’ah di IAIN Pekalongan, dengan

judul “Pasangan siri pada pasangan usia dini yang hamil diluar nikah” (study

Atas Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan).
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Penelitian tersebut memiliki dua rumusan masalah yaitu: 1. Mengapa terjadi

penikahan siri kepada pasangan usia dini yang hamil diluar nikah di kecamatan

Tirto Kabupaten Pekalongan.? 2. Bagaimana implikasi hukum terhadap praktek

penikahan siri pada pasangan usia dini yang hamil diluar nikah di kecamatan

Tirto Kabupaten Pekalongan.?.13

Hasil dari penelitian tersebut yakni: pertama, Terbentuknya perniakhan siri

pada pendamping umur dini yang berbadan dua diluar nikah di kecamatan Tirto

Kabupaten Pekalongan antara lain diakibatkan sebab kehamilan saat sebelum

menikah, factor minimnya pengetahuan ataupun uraian terhadap agama, factor

tingkatan Pembelajaran. Kedua implikasi hukum terhadap praktek penikahan siri

pada pendamping umur dini yang berbadan dua diluar nikah, antara lain: a)

Pendamping tidak dapat mempunyai dokumen kependudukan, b) Anak cuma

memliki hak nasab dari garis generasi bunda, c) Istri tidak diakui istri yang legal

serta tidak berhak menutut nafkah, harta peninggalan serta goni ini, d) Anak

tidak berhak atas bayaran kehidupan, Pendidikan, nafkah dan aset dari bapaknya.

Dari sebagian penelitian yang pepenelitian temukan ada perbandingan

dengan penelitian yang hendak pepenelitian jalani. Dimana penelitian tadinya

mempunyai fokus yang berbeda, ialah: pertama, penelitian yang didilakukan

oleh Ari Riyanti ialah penelitian penelitian permasalahan yang tefokus pada

penerapan pernikahan siri serta faktor- faktor yang mendesak pernikahan siri dan

13 Amrullah, skripsi:” Pasangan siri pada pasangan usia dini yang hamil diluar nikah” (study
Atas Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan), (Pekalongan, IAIN
Pekalongan, 2018), h. 7.
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Implikasi nikah siri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Kedua,

penelitian yang didilakukan oleh Ni’ matuz Zahro ialah penelitian perspektif

sosiologi yang terfokus pada kecenderungan praktek nikah siri serta

Merumuskan aspek peyebab melaksanakan nikah siri. Ketiga, penelitian yang

didilakukan oleh Amrullah merupahkan penelitian permasalahan yang terfokus

pada Terbentuknya perniakhan siri pada pendamping umur dini yang berbadan

dua diluar nikah serta implikasi hukum terhadap praktek penikahan siri pada

pendamping umur dini yang berbadan dua diluar nikah.

Dari beberapa perbandingan penelitian yang dilakukan oleh pepenelitian

pada penelitian ini dari penelitian tadinya ialah: Pertama, penelitian yang

dilakukan oleh Ari Rinyanti, Ni’matuz Zahro dan Amrullah merupakan

penelitian lapangan dengan sifat penelitian analitik, sedangkan penelitian ini

merupakan penelitian studi komparasi. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh

Ni’matuz Zahro yang terfokus pada perspektif hukum keluarga Islam, sedangkan

penelitian ini menggali lebih dalam dasar hukum nikah siri ditinjau dari

perspektif tokoh agama orgaisasi masyarakat Muhamadiyahh dan Nahdhlotul

Ulama tentang nikah siri. Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh

Amrullah merupahkan studi kasus yang terfokus pada terjadinya perniakhan siri

pada pasangan usia dini yang hamil diluar nikah, sedangkan peneliti menggali

hukum poligami nikah siri.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putra Jaya yang berjudul

“Nikah siri dan problematikanya dalam hukum Islam”. Adapaun persamaan
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penelitian dengan penulis adalah sama-sama membahas nikah siri dan

perbedaanya terletak pada objek penelitiannya, jika penelitian yang dilakukan

oleh Dwi Putra Jaya yaitu menentkan hukumnikah siri dalam hukum Islam saja,

sedangkan penulis menekankan dan mencari hukum nikah siri dalam pandangan

ulama nahdlatul ulama dan muhamadiyah.14

Adapun hasil akhir atau kesimpulan yang diteliti oleh Dwi Putra Jaya ialah

dalam hukum Islam pernikahan siri dibagi dalam dua bentuk yakni: Pertama,

pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan    perempuan saja

tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi serta mereka   merahasiakan perkawinan

tersebut. Kedua, pernikahan yang berlangsung dengan   rukun-rukun   dan

syara-syaratnya yang lengkap, akan tetapi suami, isteri, wali dan saksi-saksi

merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang.

Sedangkan menurut tinjauan Undang-Undang Nomor   I   Tahun 1974, nikah

siri terkait   dengan   pernikahan yang tidak   tercatat   di   Kantor   Urusan Agama

(KUA). Dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja  tanpa

kehadirian   wali    dan    saksi-saksi, atau  dihadiri  wali  tanpa  ada  saksi-saksi,

pernikahan ini adalah  batal (tidak   sah).   Bentuk   kedua   yaitu pernikahan

berlangsung    dengan rukun-rukun   dan   syarat-syaratnya yang   lengkap, seperti

ijab qabul, wali   dan   saksi-saksi,   akan   tetapi (suami  istri,  wali,  dan  saksi-

saksi) satu    kata    untuk    merahasiakan pernikahan tersebut dari pengetahuan

14 Dwi Putra Jaya, “Problematika Nikah siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, Jurnal
Hukum Sehasen, volume.2, Nomor2, April 2017.
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masyarakat.   Dalam hal    ini,  pada    kasus    istri    yang dipoligami  dengan

nikah siri,  jika terpenuhi semua  rukun  dan  syarat nikah,  maka  pernikahannya

tetap sah    dalam     pandangan     hukum Islam.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Kharisudin yang berjudul “Nikah siri

dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan

Indonesia”, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama

membahas pernikahan siri, namun perbedaanya terletak bagian metode

penelitian, jika penelitian yang dilakukan oleh Kharisudin menggunakan metode

penelitian library reseach sedangkan penelitian menggunakan penelitian field

reseach. Dan kesimpulan penelitian Kharisudin ialah nikah siri yang sudah

memenuhi syarat pernikahan agama yakni sah dan memiliki payung hukum

agama sesuai Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “dalam hal

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah

ke Pengadilan Agama”. Hal ini dapat dipahami pernikahan siri dibolehkan

dengan syarat pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama.Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 memberi kepastian hukum yang pada inti dalam tersebut

bahwa pernikahan yang tidak dicacatkan adminitrasi negara dan dicacata sesuai

hukum yang berlaku.15

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh BustamanUsman yang berjudul

“Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamtan Pidie, Kabupaten

15 Kharisudin, “Nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang
Perkawinan Indonesia”, Jurnal Perspektif, volume. 26, Nomor 1, April 2021.
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Pidie, Aceh), persamaan penelitian yang dikaji oleh  BustamanUsman dengan

penelitian yang dikaji penulis ialah sama-sma mengkaji tentang poligami adapun

hasil penelitian yang dilakukan oleh BustamanUsman yakni poligami pada

dasarnya diperbolehkan dalam Islam namun harus menaati konsekuensi yang

telah diaturnya. Salah satunya yaitu suami tidak boleh berpoligami lebih dari

empat istri, selain itu juga suami wajib memberikan keadilan dari beberapa

istrinya. Adapun efek negatif atas perkawinan poligami adalah: pertama, dari

pihak istri tidak mendapatkan keadilan dari suaminya, dan secara terpaksa si Istri

mencari nafkah tambahan untuk keluarganya. Kedua dalam kehidupannya

diratapi rasa kegelisahan, ekonominya takan pernah cukup, dan persoalan yang

berhubungan yang ada dalam kegiatan masyarakat kurang dipedulikan. Ketiga,

dari pihak sianak kurang mendapatkan bimbingan yang lebih dari orang tuanya,

dan juga jarang pulang kerumah, dan sifat seorang anak yang kurang

menghormati orang tuanya.16

Ketujuh, penilitian ini dilakukan oleh Surjanti dengan judl “Tinjauan

Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia”, adapun

persamaannya ialah persamaan dalam mengkaji pernikahan poligami dan

perbedaanya ialah is dalam pembahasannya, jika yang dilakuakan oleh Sujanti

membahas landasan hukum dalam hukum positif dalam hali in yang dimaksud

adalah Kompilasi Hukum Islam dan pemabahasan yang dilakukan penulis ialah

16 Bustaman Usman, “Poligami menurut perspektif fiqh” (Studi Kasus di Kecamatan Pidie,
Kabupaten Pidie, Aceh), Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, volume. 1, Nomor 1, Januari-
Juni 2017 2021.
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membahas poligami secara siri dalam pandangan ulama, dan ulama yang

dimaksud ialah ulama Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah. Berdasarkan kajian

yang dilakuakn oleh Sujanti ialah hasil kesimpulan, dan hasil kesimpulannya

sebagai berikut: dasar pertimabangan Kompilasi Hukum Islam dalam

membolehkan pernikahan lebih dari seorang istri ialah: pelaksanaan poligami

dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang hukum pernikahan Bab IX Pasal

55 sampai 59. Dan alasan yang melarang adanya poligami, dalam Ilsam tidak

melarang dan juga tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibannya,

konteks poligami dalam Islam sebab diantaranya ialah pintu darurat yang

kemungkinannya sangat kecil untuk keadaan yang darurat dan juga kondisi yang

darurat.17

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan narasi ataupun statment tentang kerangka

konsep pemecahan permasalahan yang sudah diidentifikasi ataupun

dirumuskan.18

1. Konsep Dasar Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Secara bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin

atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata

17 Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap poligami di Indonesia”, Jurnal
Universitas Tulungagung Bonorowo, volume. 1, Nomor 2, April 2014.

18 Iwan Hermawan, Metode penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif dan mixed methode
(Kuningan: Hidayatul Quran kuningan, 2019), h. 126.
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nikah (نكح) yang secara bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan

yang sering digunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah.

Sedangkan menurut syara’ yaitu suatu akad yang ditetapkan secara syara’

dengan dihalalkannya untuk bersenang-senang antara laki-laki dan

perempuan.19

Ada yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah akad yang

menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan karena adanya

ikatan suami istri dengan membatasi hak dan kewajiban diantara

keduanya.

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad atau perjanjian

yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafazh

“nikah” atau “tazwij”. Nikah atau jima’ sesuai dengan makna

linguistiknya berasal dari kata “al-wath”, yaitu bersetubuh atau

bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk

berhubungan seks dengan lafaz “an-nikah” atau “at-tazwij” yang artinya

bersetubun dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya

mengauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling mengauli. Pergaulan

yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia tetapi berlaku pula

untuk semua makhluk ciptaan Allah. Binatang pun melakukan pernikahan.

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat

fuqoha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan

19 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 8.
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menghalakan pergaulan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan

yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam bukan hanya

hubungan kelamin saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan

untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi dan

supaya suami-istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin

atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam rumah tangga.20

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT

dan melaksanaknnya termasuk ibadah. Sedangkan menurut UU No. 1

Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-

laki dan perempuan yang berstatus suami istri dengan tujuan membentuk

rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.21 Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum

dilakukan oleh makhluk Allah, baik manusia, hewan dan tumbuh-

tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan. Maka dari

itu Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup

membujang. Imam bin Hanbal mengatakan bahwa “Hidup membujang

bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW juga berumah tangga.

20 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga… h. 14.
21 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam:Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan

Perwakafan, (Permata Press), h. 2.
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Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai

perbuatan Nabi, ia bukan dijalan yang benar”22

b. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan untuk membangun

bahtera rumah tangga yang bahagia, yang terbangun atas cinta dan kasih

sayang diantara keduanya dengan tujuannya mendapatkan keturunan dan

menyalurkan hawa nafsu seksual dengan cara yang sah. Dalam rumah

tangga Syariat Islam menetapkan batas-batas antara hak dan kewajiban

suami istri. Setelah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak (suami

istri) harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri

menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak

bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban

dilaksanakan.23

2. Asas-Asas Perkawinan di Indonesia

a. Asas Monogami

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut hukum perkawinan

berdasarkan monogami. Meskipun menganut asas monogami, banyak

akademisi yang mengartikan bahwa asas yang ada didalam perundang-

undangan Indonesia tenntang perkawinan ialah asas monogami yang

bersifat tidak mutlak. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

22 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat jilid 1,(Bandung; CV. Pustaka Setia), h. 16.
23 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i, (Bandung: Pustaka Setia,

2007), h. 313.
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“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang

suami”, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Pengadilan

dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang

apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”24.

Pasal tersebut menunjukan bahwa asas poligami berlaku dalam

hukum perkawinan, hanya saja asas poligami bersifat pengarahan terhadap

pembentukan dalam bidang perkawinan monogami dengan mempersulit

perkawinan poligami akan tetapi menghapus sistem poligami. Hal ini telah

ada yang senada dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, yang telah

dirumuskan dan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun

peraturan mengenai persyaratan utama poligami ialah tertera dalam pasal

55 dan 57 sebagai berikut:

Pasal 55

a. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya

sampai empat isteri.

b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu

berlaku adail terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin

dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.25

24 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.
25 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55.
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Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan

beristeri lebih dari seorang apabila :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.26

b. Azas Poligami

Sejatinya poligami ialah pernikahan yang baik dengan fitroh

manusia serta mempunyai status pernikahan yang legal serta bertujuan

membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah.27 Salah

satu intruksi kebijakan nasional Indonesia tentang isu klasik yang banyak

dibicarakan dalam wacana hukum Islam adalah wacana poligami.

Perkawinan poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari

satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Yang sudah

dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.“

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.28

26 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.
27 Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah. Pernikahan dan Perceraian Keluarga

Muslim. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h..5.
28 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2.
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Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam

memiliki konsep kemanusiaan yang luhur dan dibebankan kepada manusia

untuk menegakannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat

manusia. Risalah Islamiyah tidak akan bisa tegak melainkan apabila ada

kekuatan dari segi pertahanan keamanan, pendidikan, perdangan, dan

sektor-sektor lainnya yang menunjang pemerintahan. Semua itu tidak akan

sempurna jika tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap-tiap

generasi yang banyak jumlahnya. Dan jalan untuk mendapatkan massa

yang banyak ini ialah dengan cara perkawinan atau memperbanyak

keturunan.

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai

alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi distribusi kebutuhan

biologis dan alasan lain yang mengganggu ketenangan batin agar manusia

tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Oleh karena itu, tujuan

poligami adalah Islam dengan mencari jalan yang halal, dengan syarat

suami boleh beristri lagi (poligami), asalkan dapat berlaku adil, agar

suaminya tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat, yang dilarang oleh

Islam.29 Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 3 yang

berbunyi:

نَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثلُٰثَ  وَرُبٰعَ ۚ فاَنِْ وَانِْ خِفْتمُْ الاََّ تقُْسِطوُْا فىِ الْیتَٰمٰى فاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لكَُمْ مِّ

29 Tihami, Sohari Sahrani. Fikih Munakahat. (Jakarta: RajaGrafindo Persada,  2014), h.358.
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خِفْتمُْ الاََّ تعَْدِلوُْا فوََاحِدَةً اوَْ مَا مَلكََتْ ایَْمَانكُُمْ ۗ ذٰلكَِ ادَْنٰىٓ الاََّ تعَُوْلوُْاۗ 

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja,
atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih
dekat agar kamu tidak berbuat zalim.30

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa jika seorang pria dapat berlaku

adil, maka dapat memiliki satu, dua, tiga, atau empat istri. Namun ketika

tidak bisa melakukan keadilan, satu istri saja sudah cukup. Keadilan berarti

mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak dalam hal sandang, pangan,

giliran berkunjungan, pengasuhan dan pendidikan anak, serta agamanya.

Kemampuan untuk berbuat adil merupakan persyaratan penting dari

poligami, yang merupakan ketetapan hukum Islam maupun Negara.

Kemampuan berlaku adil dijadikan dasar boleh tidaknya seorang suami

melakukan poligami.

3. Dasar Hukum Tentang Poligami Siri

Sejatinya poligami ialah pernikahan yang baik dengan fitroh manusia

serta mempunyai status pernikahan yang legal serta bertujuan membina

rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah.31 Sedangkan nikah siri

saat ini adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya sebuah pencatatan

pada instansi lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama atau

30 Kementrian Agama. Rasm Usmani. Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 3
31 Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah. Pernikahan dan Perceraian Keluarga

Muslim. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h..5.
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Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (2) UndangUndang

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Nikah siri dapat dikatakan sebagai

perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan saja.32 Maka dapat

disimpulkan bahwa poligami siri ialah pernikahan yang dilakukan suami yang

kedualikanya dalam waktu bersamaan akan tetapi tidak tercatat di Kantor

Urusan Agama.

a. Dasar Hukum Nahdlatul Ulama Tentang Poligami Siri

Didalam Nahdlatul Ulama yang mengurus masalah ijtihad ialah

Lajnah Batsu masail yang keputusannya ditetapkan dalam musyawarah

nasional alim ulama Nahdlatul Ulama. Hasil Bahtsul Masail di Pondok

Pesantren Al Falah, Ploso, Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang

diikuti para santri dari sejumlah pesantren di Jawa dan Madura pada 19-

20Mei 2010merekomendasikan bahwa dalam Al-Quran, hadis, dan

sejumlah kitab kuning karya ulama salaf, dia menjelaskan, agama tidak

mengatur kewajiban mencatatkan pernikahan kepada pemerintah. hasil

ahtsul Masail bersepakat bahwa bagi seorang pria dan wanita yang usianya

sudah mencukupi, wajib menyegerakan nikah untuk menghindari

perbuatan dosa. Mengingat sekarang ini banyak orang tidak mampu

mengeluarkan biaya nikah, apalagi mereka yang tinggal di perdesaan,

maka nikah siri menjadi jalan keluar dan juga agama juga tidak mengatur

32 Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawian Islam (Yogyakarta: Gama Media,
2017) 164.
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kewajiban bersikap adil dalam hal kasih sayang karena tidak bisa diukur

dengan takaran tertentu. Berbeda dengan nafkah lahir, memang mutlak

diperlukan bagi orang yang berpoligami.33

b. Dasar Hukum Muhammadiyah Tentang Poligami Siri

Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam adalah wadah

untuk mengeluarkan hasil ijtihad Ulama Muhamdiyah. Konsep ijtihad

Ulama Muhamdiyahitu menggunakan dua cara. Pertama. Pendekatan

ijtihad yang meliputi pendekatan sejarah, pendekatan sosiologi,

pendekatan antropologi, dan pendekatan hermenetik. Sedangkan teknik

ijtihad yaitu menggunakan ijma’, qiyas, maslahah mursalah, dan urf.

Adapun teknis dalam ijtihad Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran

Islam itu ada tiga yaitu bayani (semantik), yaoitu metode istibath hukum

dengan pendekatan kebahasaan, ta’lili (rasioanal), metode istinbath hukum

dengan berfikir logis dan metode istilahi (filosofis) yaitu metode istinbath

hukum dengan pendekatan kemaslahatan.34

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta

perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam

peroalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk

mencatatnya, Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian

33 https://www.nu.or.id/warta/santri-halalalkan-nikah-siri-dan-poligami-N0fHL. Diakses pada
tanggal 01 November 2022. Pukul 01. 30

34 Abu Rohmad, Ushul Fiqh metodologi ijtihad hukum Islam (semarang: CV. Varos Mitra
Utama, 2016), h.315-317.
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yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat

21:

قاً غَلیِظاًوَكَیْفَ تأَخُْذُونھَُۥ وَقدَْ أفَْضَىٰ بعَْضُكُمْ إلِىَٰ بَ  یثَٰ عْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal
sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai
suami-isteri. dan mereka (isteriisterimu) Telah mengambil dari kamu
perjanjian yang kuat.35

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus

dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih

utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian mencatatkan perkawinan

mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam

kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara

jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan

oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan

pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan

hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam

penetapan hukum Islam. Pandangan Muhammadiyah tentang kewajiban

pencatatan pernikahan secara substantif sesungguhnya sama dengan

menegaskan bahwa hukum nikah siri itu tidak sah.36

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

35 Kementrian Agama. Rasm Usmani. Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 21.
36 Wawan Gunawan, Abdul Wahid, Pandangan Majlis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah

Tentang Nikah Siri Dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari’ah, jurnal. Musâwa, Vol. 12 No 2
Juli 2013. 225-226
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Dalam pendekatan skripsi ini adalah yuridis empiris. yuridis empiris

adalah dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara

memadukan kajian-kajian hukum (yang merupahkan data skunder) dengan

data primer yang diperoleh di lapangan yaitu sumber data yang digunakan

penulis ini menitik beratkan pada informan penelitian ialah ulama Nahdlatul

Ulama dalam hali ialah Syuriyah, Tanfidziyah dan Lemabaga Batsu Masail,

sedangkan ulama dari Muhamadiyah ialah Majelis Tarjih dan Tajdid di

Kabupaten Brebes terhadap konsep hukum poligami secara siri.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah studi lapangan yaitu

penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung

di suatu wilayah tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam

pembuatan skripsi.37

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tata cara penelitian

kualitatif. Tata cara kualitatif ialah penelitian yang cenderung memakai

analisis pendekatan induktif serta penelitian kualitatif bertabiat deskriptif.

Penonjolan proses penelitian serta pemanfaatan landasan teori didilakukan

supaya fokus penelitian cocok dengan kenyataan dilapangan. Tidak hanya itu

landasan teori pula berguna buat membagikan cerminan universal tentang

latar balik penelitian serta selaku bahan ulasan hasil penelitian.38

37 M Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Penerapannya (Jakarta:
Thalia Indonesia, 2002), h. 11.

38 Rukin, Metodologi penelitian kualitatif (Sulawesi selatan: Yayasan Ahmad Cendekia
Indonesia: 2019) h. 6.
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3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Melihat

masih adanya praktik pernikahan poligami siri.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis mengamati secara langsung melalui observasi. Observasi

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti atau menulis secara

sistematis terkait gejala atau kejadian yang terjadi pada subjek penelitian.

Pengamatan dilakukan dengan mengamati aturan terkait poligami dan

nikah siri.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan informasi

dengan melaksanakan diskusi ataupun obrolan secara langsung antara

pepenelitian dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik

penelitian.39 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang

konsep hukum pernikahan poligami secara siri oleh ulama NU dan

Muhamadiyahh di Kabupaten Brebes.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari informasi yang berbentuk

catatan, transkrip, novel serta yang lain yang bisa digunakan selaku

39 Helaludin hengki wijaya, Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik
(Sekolah tinggi theologia jaffray: 2019), h. 84.
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sumber informasi dalam penelitian serta tata cara dokumentasi pula

digunakan buat mengecek kebenaran data yang diperoleh melalui

wawancara.40 Setelah penulis melakukan observasi, kemudian penulis

mengumpulkan data melalui dokumen sebagai berikut: Mengumpulkan

data dengan cara melihat dokumen atau catatan tentang poligami secara

siri yang ada subyek atau lokasi tentang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analilis merupakan Metode analilis ialah proses mencari serta

mneyusun secara sistematis informasi yang diperoleh di lapangan lewat

wawancara mendalam, catatan lapangan, serta bahan- bahan lain sehingga

gampang dimengerti. Analisis informasi pula dimaknai selaku

mengendalikan urutan informasi, mengorganisasikannya ke dalam satu pola,

jenis serta satuan penjelasan dasar. 41

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data ialah aktivitas merangkum, memilah yang pokok

memfokuskan pada haL-hal yang berarti serta mencari tema dan pola

informasi. Setelah semua data yang diperoleh dari hasil observasi,

wawancara, dokumentasi terkumpul, selanjutnya memfokuskan pada

pandangan hukum pernikahan poligami secara siri oleh ulama Nahdlatul

40Helaludin hengki wijaya, Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik,
(Sekolah tinggi theologia jaffray: 2019) h. 89.

41 Helaludin hengki wijaya, Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik,
(Sekolah tinggi theologia jaffray: 2019) h.

102.
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Ulama dan Muhamadiyahh di Kabupaten Brebes dan pertimbangan dasar

hukum poligami secara siri.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian informasi ialah menunjukkan informasi baik dalam

penjelasan pendek, ikatan antar jenis, flowchart serta sejenisnya.42 Dalam

tahap ini peneliti akan menguraikan mengenai bagaimana poligami secara

siri.

c. Kesimpulan atau Verifikasi data

Verifikasi ialah penarikan kesimpulan serta verifikasi atas informasi

yang sudah direduksi serta disajikan (Display)43 Pada tahap ini peneliti

mengambil kesimpulan mengenai poligami secara siri.

G. Sitematis Penulisan

BAB I yaitu pendahuluan yang terdiri latar belakang, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu pernikahan dalam Islam, yang membahas mengenai, pertama

konsep dasar perkawinan, asas-asas pernikahan di Indonesia serta dasar hukum

poligami siri.

BAB III yaitu dasar hukum poligami siri di Kabupaten Brebes, yang

menjelaskan lebih rinci tentang gambaran umum Nahdlatul ‘Ulama dan

42 Mardawani, Praktis penelitian kualitatif (Yogyakarta: Cv. Budi utama, 2020) h.  66-67.
43 Sugiyono, Memahami penelitian kualitatif (Bandung,: Alfabeta, 2014), h. 93.
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Muhammadiyah, kemudian dilanjut dengan hukum poligami secara siri dari

pandangan tokoh agama organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan

Muhamadiyahh serta dasar hukum tentang pernikahan poligami siri.

BAB IV yaitu analisis pandangan Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah

di Kabupaten Brebes, bab ini akan menjelaskan mengenai pernikahan poligami

secara siri dari para ahli baik dari segi pandangan hukum maupun dasar

hukumnya.

BAB V yaitu Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan skripsi yang berjudul “Poligami Secara Sirri Dalam

Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhamadiyahh Di Kabupaten Brebes”

sebagaimana yang telah dipaaprkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya,

maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan poligami siri dalam praktiknya sesuai dengan konteks hukum

Islam (Fiqh), poligami siri di Brebes tidak ditemukan pertentangan dalam

hukum tersebut sehingga tetap dianggap legal (baik untuk anak yang baru

dilahirkan dari perkawinan yang baru). Akan tetapi dalam konteks hukum

Islam yang diterapkan dalam Indonesia yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam),

poligami siri di Brebes dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan

ketentuan perkawinan yang diatur dalam KHI (KompilasI Hukum Islam)

dalam pasal 5 dan pasal 6 dan Undang Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan

2.

2. Tokoh struktural Nahdlatul ‘Ulama Brebes membolehkan poligami siri,

dengan dua alasan. Pertama, praktek poligami itu sesuai dengan apa yang

telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, tidak terdapat dalil pasti

yang membahas mengenai pencatatan pernikahan dalam Islam. Pendapat

ulama Nahdlatul ‘Ulama Brebes berbanding kebalik dengan apa yang

dikemukakan denga ulama struktural Muhammadiyah Brebes yang

menyatakan bahwa poligami siri itu haram, sebab pernikahan yang semacam
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akan lebih banyak keburukannya dari pada manfaatnya.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, berikut ini penulis menyampaikan beberapa

saran, yaitu:

Saran kepada peneliti yang baru, hendaknya bisa melanjutkan penelitian

dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena pilihan sikap dari pihak

suami untuk berpoligami secara siri masih sering terjadi dan bahkan poligami

secara siri tidak ada legalitas dari negara atau tidak dibenarkan dalam hukum

positif Indonesia. Semoga penelitian ini bisa membuka dan memberikan ilmu

serta pandangan baru tentang poligami secara siri (tidak dicatatkan), dan seomga

penelitian ini tidak menyinggung para pihak yang memilih untuk berpoligami

secara siri.
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